[ SALINAN J

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/125/KEP/413.013/2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TENAGA PENDAMPING KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 14
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan
Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
telah ditetapkan Tenaga Pendamping Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri
Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun
2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi  Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kepada Tenaga
Pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf a
diberikan honorarium;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu
menetapkan Besaran Honorarium Tenaga
Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan
menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan,
KESATU

KEDUA

7.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 187);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4);

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

11.

12.

Menengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Besaran honorarium Tenaga Pendamping Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020.

Honorarium sebagaimana dimaksud diktum KESATU
sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan dan diberikan selama 10 (sepuluh)
bulan terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2020 sampai
dengan 30 Nopember 2020.



KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat pemberian honorarium
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Pebruari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1.
2.
3.

Sdr.
Sdr.
Sdr.

Sdr.

Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
Inspektur Kabupaten Lamongan,;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan,;
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 196801#4 198801 1 001



